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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Repunlik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109); 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 270); 

Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220); 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 52 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 
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8.  I Gede Angga Pradhana Kepala Sub Bagian 
Keuangan, Umum dan 

Logistik 
 

Anggota - Mendorong komitmen pimpinan 
dan pegawai dalam melakukan 
Pembangunan Zona Integritas 
Menuju WBK/WBBM; 

- Mendorong dan membentuk 
perubahan pola pikir dan budaya 
kerja di lingkungan KPU 
Kabupaten Gianyar; 

- melakukan penyusunan tim kerja 
dan dokumen rencana 
Pembangunan Zona Integritas 
Menuju WBK/WBBM yang memuat 
target – target yang relevan; 

- melakukan sosialisasi terkait 
Pembangunan Zona Integritas 
Menuju WBK/WBBM; 

- melakukan pemantauan dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan 
Pembangunan Zona Integritas. 

9.  Ni Nyoman Juniari 
 

Pelaksana pada Sub 
Bagian Keuangan, 

Umum dan Logistik 
 
 

Anggota 

10.  I Putu Manik Miarta 
 

Pelaksana pada Sub 
Bagian Teknis dan 

Hupmas 
 
 

Anggota 

11.  Putu Yudhi Sumaryani 
 

Pelaksana pada Sub 
Bagian Teknis dan 

Hupmas 

 

Anggota 

II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA 

12.  I Wayan Arka Mambal 
 

Kepala Sub Bagian 
Perencanaan,Data dan 

Informasi 

Koordinator 
merangkap 

Anggota 

- Mengkoordinasikan penyiapan 

dokumen SOP core business 

- Mengkoordinasikan 
pembangunan/pengembangan  

e-office 13.  K. Trisna Sari Dewi 
 

Pelaksana pada Sub 
Bagian 

Perencanaan,Data dan 
Informasi 

Anggota 

14.  Ni Wayan Sarjani 
 

Pelaksana pada Sub 
Bagian 

Perencanaan,Data dan 
Informasi 

Anggota 

III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 

15.  I Gede Angga Pradhana 
 

Kepala Sub Bagian 
Keuangan, Umum dan 

Logistik 
 
 

Koordinator 
merangkap 

Anggota 

- Melakukan perencanaan 

kebutuhan pegawai sesuai dengan 
kebutuhan di lingkungan KPU 
Kabupaten Gianyar; 

- mendorong pola mutasi dan 
pengembangan kompetensi 
pegawai secara terukur dan 
terbuka; 

- mendorong penyusunan penetapan 

kinerja individu secara terukur dan 
berkesesuaian; 

- mendorong penegakan aturan 
disiplin/kode etik/kode prilaku 
pegawai di lingkungan KPU 
Kabupaten Gianyar. 

16.  Ni Komang Widiani 
 

Pelaksana pada Sub 
Bagian Keuangan, 

Umum dan Logistik 
 

Anggota 

17.  Sinorita 
 

Pelaksana pada Sub 
Bagian Hukum dan 

SDM 

Anggota 

IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS 

18.  I Wayan Arka Mambal 

 

Kepala Sub Bagian 

Perencanaan,Data dan 
Informasi 

Koordinator 

merangkap 
Anggota 

- melakukan penyusunan dokumen 

perencanaan strategis pada KPU 
Kabupaten Gianyar dengan 
mempertimbangkan sumber daya 
manusia yang tersedia dan 
berorientasi pada hasil; 

- menyusun indikator kinerja yang 
telah memiliki kriteria Spesific, 

Measurable, Acheivable, Relevant 
and Time Bound (SMART); 

- menyusun laporan kinerja secara 
tepat waktu. 

 

19.  K. Trisna Sari Dewi 
 

Pelaksana pada Sub 
Bagian 

Perencanaan,Data dan 
Informasi 

Anggota 

20.  Ni Wayan Sarjani Pelaksana pada Sub 
Bagian 

Perencanaan,Data dan 
Informasi 

Anggota 
 
 
 

 
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN 

21.  Ni Putu Sri Krisnawati 
 

Kepala Sub Bagian 
Hukum dan SDM 

Koordinator 
merangkap 

Anggota 

- Melakukan public campaign 

tentang pengendalian gratifikasi di 
lingkungan KPU Kabupaten 
Gianyar; 

- melakukan penerapan Sistem 
Pengawasan Internal Pemerintah 
(SPIP) 

- penyediaan layanan pengaduan 

masyarakat dan Whistle Blowing 
System. 

22.  Sinorita 
 

Pelaksana pada Sub 
Bagian Hukum dan 

SDM 

Anggota 

VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 
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